BAB III

KASUS ANTARA PT ASURANSI TAKAFUL UMUM MELAWAN
PT SECURINDO PACTAMA

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum
Dagang, yang berbunyi Apabila seorang penanggung telah membavar ganti rugi
sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan
lertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan
kerugian pada tertanggung. Untuk memperjelas ketentuan ini, pasal tersebut juga
berarti, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan
pihak ketiga, maka perusahaan asuransi setelah memberikan ganti rugi kepada
tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan
kepada pihak ketiga tersebut.

Kasus seperti ini pernah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara
Nomor 421/PDT.G/2003/PN. JKT.PST. antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT

Securindo Pactama.’

A. Kronologi
Pada tanggal 30 Januari 2002, Pukul 12:26:17 WIB Halim Saputra

memarkir mobil Toyota land Cruiser bernomor polisi B 8840 ME di area parkir

! Suharnoko, Doktrin Subrograsi, 143
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Glodok Plaza., dan menerima karcis parkir dari petugas parkir. Ketika hendak
diambil kembali mobil Toyota land Cruiser bernomor polisi B 8840 ME,
ternyata sudah tidak ada lagi ditempat semula, padahal karcis tersebut masih
berada di tangan Halim Saputra.

Kemudian atas hilangnya mobil bernomor polisi B 8840 ME tersebut,
Halim Saputra melaporkannya kepada petugas parkir dan selanjutnya secara
bersama-sama mereka melaporkan peristiwa kehilangan mobil tersebut kepada
polisi di polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat.

Dalam pemeriksaan dihadapan petugas polsek Metro Taman Sari, Jakarta
Barat, petugas parkir yang berjaga di pintu keluar menerangkan dan mengakui
bahwa ia telah lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu mengizinkan kendaraan
keluar dari areal parkir tanpa memeriksa karcis parkir terlebih dahulu yang telah
diberikan kepada pemilik mobil pada saat mobil nomor polisi B 8840 ME masuk
pada areal parkir padahal karcis tersebut masih berada di tangan pengemudi.

Atas kehilangan tersebut Mori Hanafi SE, M.Comm. selaku pemilik mobil
dan kehilangan atas mobil Toyata Land Cruiser VXR Nomor Polisi B 8840 ME,
dalam kedudukannya sebagai Tertanggung atas pemegang polis Asuransi pada
PT Asuransi Takaful Umum Nomor. 302.01.1230.200 telah mengajukan klaim
kepada PT Asuransi Takaful Umum, yang mana atas klaim tersebut pada

tanggal 8 April 2003, pihak PT Asuransi Takaful Umum mengabulkan dan
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membayar kerugian sebesar Rp. 582.300.000,- (lima ratus delapan puluh dua
juta tiga ratus ribu rupiah).

Setelah dibayarkanya klaim tersebut Sdr. Mori Hanafi SE, M.Comm,
memberikan surat subrograsi kepada PT Asuransi Takaful Umum, sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 284 KUHD:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesvatu barang yang
dipertanggungkan, menggantikan si tertangeung dalam segala hak yang
diperolel terhadap orang-orang pihak ketiga berhubung dengan penerbitan
kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap
pebuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga
itu,®

Berdasarkan ketentuan di atas, maka PT Asuransi Takaful Umum
mengajukan gugatan tersebut kepada PT Securindo Pactama. Yang mana karena

kelalaiannya telah menyebabkan hilangnya mobil Toyota Land Cruiser Nomor

Polisi B 8840 ME, yang ada dalam tanggungan PT Asuransi Takaful Umum.

B. Pihak-Pihak yang Berperkara
1. PT Asuransi Takaful Umum selaku Penggugat yang diwakili oleh SHAKTI
AGUSTONO RAHARDIJO, Direktur Utama PT Asuransi Takaful Umum;

yang berdasarkan kekuatan Surat Kuasa bermaterai cukup bertanggal Jakarta,

? Niniek Suparni, KUHD, 87
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19 mei 2003 telah memberi kuasa kepada : WARSITO SANYOTO, SH., dan
ZULKIFLI DANIEL, SH., Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor
WARSITO SANYOTO, SH., & Partner, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor
21 Jakarta Pusat.

PT Securindo Pactama (Secure Parking) selaku Tergugat, berkedudukan di
Komplek Mangga Dua Mas Nomor 11-12 Blok A, Jalan Mangga Dua Abdab

Nomor 14, Jakarta Pusat 10730.

C. Duduk Perkara

1.

Penggugat adalah sebuah perusahaan asuransi dimana telah diasuransikan 1
(satu) unit mobil Toyota Land cruiser VXR, pembuatan tahun 2000, nomor
rangka MHF 11T J8009004307, nomor mesin 1HD-0191474, dengan nomor
polisi B 8840 ME berdasarkan polis No. 302.01.1230.200, atas nama
tertanggung MORI HANAFI, SE.M.Comm.

Bahwa mobil dengan nomor polisi B 88400 ME pada tanggal 30 Januari
2002, pukul 12:26:17 WIB telah diparkir oleh Halim Saputra di area parkir
dalam kawasan Glodok Plaza, yang dikelola oleh Tergugat dan telah
menerima kartu parkir dari petugas parkir.

Bahwa sewaktu Halim Saputra hendak pulang dan hendak mengendarai
mobilnya, ternyata mobil telah hilang dari areal parker yang dikelola oleh

Tergugat.
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4. Bahwa atas hilangnya mobil dengan nomor polisi B 8840 ME tersebut, Halim
Saputra telah melaporkannya kepada petugas parkir dan selanjutnya secara
bersama-sama mereka melaporkan peristiwa kehilangan mobil tersebut
kepada polisi di Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat.

5. Bahwa dalam pemeriksaan di hadapan petugas Polsek Metro Taman Sari,
Jakarta Barat, petugas parkir atau karyawan Tergugat yang berjaga di pintu
keluar menerangkan dan mengakui bahwa ia telah lalai dalam menjalankan
tugasnya yaitu mengizinkan kendaraan keluar dari areal parkir tanpa
memeriksa karcis parkir terlebih dahulu yang telah diberikan kepada pemilik
mobil pada saat mobil nomor polisi B 8840 ME masuk pada areal parker
Tergugat padahal karcis tersebut masih berada ditangan Halim Saputra.

6. Bahwa atas kehilangan tersebut, pemilik mobil, Mori Hanafi, SE.M.Comm
telah mengajukan klaim kerugian kepada Penggugat, dan yang atas klaim
tersebut Penggugat pada tanggal 8 April 2003 telah membayar sebesar Rp.
582.300.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa setelah dibayarnya klaim pembayaran kerugian atas hilangnya mobil
nomor polisi B 8840 ME oleh Penggugat kepada pemilik mobil secara penuh,
maka atas hilangnya kendaraan bermotor/mobil nomor polisi B 8840 ME
tersebut yang diparkir di areal Tergugat, serta dijaga oleh para petugas

Tergugat, maka hak-hak Mori Hanafi, SE.M.Comm, sebagai pihak yang telah
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menerima klaim asuransi dialihkan (subrograsi) kepada Penggugat. Hal ini
sesuai dengan ketentuan pasal 284 KUHD yang menyatakan :

Penanggung yang telah membayar kerugian barang Yang dipertanggungkan,
memperoleh semua hak yang sckiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap
pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu: dan tertanggung bertanggung
Jawab untuk setisp perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung
terhadap pihak ketiga itu’

8. Bahwa karena kelalaian dari petugas parkir yang bekerja sebagai karyawan
Tergugat, maka Tergugat tidak dapat melepas tanggung jawab secara hukum
dan wajib mempertanggung jawabkannya pula secara hukum pula. Hal ini
sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

Pasal 1366 KUH Perdata

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya oleh kerugian yang disebabkan
oleh pelavan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang
ditugaskan kepada orang itu.*

Pasal 1367 alinea ke-3 KUH Perdata

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-

urusan mercka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh

* Niniek Supami, KUHD, 87
* Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 338
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pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan
kepada orang itu’®

9. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya menolak kompensasi penggantian
atas hilangnya mobil Toyota Land Cruiser nomor polisi B 8840 ME tersebut
karena Tergugat hanya sebagai pengelola jasa perparkiran yang bertugas
sebagai pengelola parker saja dan bukan penjamin yang bersandarkan kepada
pasal 36 ayat 2 Perda DKI No. 5 tahun 1999 tentang perparkiran yang
berbunyi sebagai berikut :

“Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam
kendaraan atau rusaknya kendaraan seclama berads di petak parkir,
merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir”°

10. Bahwa alasan Tergugat tersebut secara hukum tidak benar, karena ketentuan
yang tercantum didalam Peraturan Daerah tidak dapat mengesampingkan
ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang, khususnya ketentuan pasal
1366 dan 1367 KUH Perdata.

11. Bahwa berdasarkan Surat Subrograsi tersebut Penggugat telah mengajukan
tuntutan penggantian secara dalil kepada Terggugat, namun sampai perkara
ini diajukan ke persidangan, Tergugat tidak beriktikad baik secara membayar
ganti rugi kepada Penggugat atas kelalaian yang telah dilakukannya dan

dengan berbagai dalil mengelak dari tanggung jawab hukum.

S Ibid
¢ http://www.reidkijakarta.com,Pasal 36
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12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah,
merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur
suatu perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata
yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum vang membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”’

13. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas hilangnya
nomor polisi B 8840 ME adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan
pasal 1365,1366, dan 1367 KUH Perdata jo. UU No.2 Tahun 1992 tentang
usaha perasuransian dan telah menimbulkan kerugian materiil pada
Penggugat sebesar Rp. 582.300.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga
ratus ribu rupuah) ditambah dengan bunga bank sebesar 2% per bulan.

14. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas kewajiban Tergugat
kepada Penggugat sebagaimana maksud butir 12 di atas, cukup beralasan
bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk
terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta
kekayaan Tergugat guna menghindari Tergugat mengalihkan hak kepada
pihak lain atau untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan di kemudian

hari berupa sebidang tanah dan bangunan kantor milik Tergugat berikut

” Suparni, KUH Per, 338
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segala sesuatu yang melekat yang terletak di Kompleks Mangga Dua Mas
Nomor 11-12 Blok A, Jalan Mangga Dua Abdab Nomor 14, Jakarta Pusat.

15. Bahwa sanksi hukum perdata yang ditentukan dalam pasal 1365, 1366, dan
1367 KUH Perdata perlu dijatuhkan terhadap Tergugat, guna menjamin agar
Tergugat benar-benar mengawasi para pegawainya, schingga para pegawai
(petugas parkir) tersebut tidak pernah akan melakukan kelalaian
kesembronoan yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada orang atau
pihak lain.

16. Bahwa perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang terkuat menurut
ketentuan pasal 180 HIR, karenanya layak dan pantas bila putusan dalam
perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding

maupun kasasi.

D. Pertimbangan Hukum Hakim
Bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat berpendapat bahwa
karyawan Tergugat telah melakukan kelalaian karena telah memberikan
kesempatan kepada pihak lain membawa ke Iuar mobil Toyota Land Cruiser
bernomor Polisi B8840 ME milik tertanggung tanpa disertai bukti tanda parkir.
Dengan demikian pegawai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Menimbang bahwa sejak putusan Mahkamah Agung Belanda dalam
perkara Lindenbaum melawan Cohen tahun 1919, pengertian melawan hukum
bukan hanya melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatuhan,
ketelitian, dan kehati-hatian atas benda orang lain, maka kelalaian pegawai
Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa
Undang-Undang No.9 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen melarang
pelaku usaha untuk mencantumkan klausul pengalihan tanggung jawab
(exclusion clause) dari pelaku usaha kepada konsumen.

Dalam kasus ini Tergugat mencantumkan klausula pengalihan tanggung

jawab pada karcis parkir dan klausul ini batal demi hukum.

E. Putusan Pengadilan

Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
mengenyampingkan klausula baku dari perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999
tentang perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung
jawab atas hilangnya kendaraan yang diparkir.® Karena itu menurut Majelis
Hakim, tergugat yaitu PT Securindo Pactama sebagai pengelola area parker
harus bertanggung jawab atas hilangnya mobil milik Mori Hanafi SE, M.Com.
yang mana mobil tersebut telah diasuransikan kepada PT Asuransi Takaful dan

atas kehilangan mobil milik peserta/tertanggung, pihak asuransi telah membayar

8 http://www.reidkijakarta.com, pasal 36
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klaim asuransi yang diajukan oleh Mori Hanafi. Menurut pasal 284 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pembayaran yang dilakukan oleh PT
Asuransi Takaful mengakibatkan terjadinya subrograsi, yaitu pihak asuransi
mengganti kedudukan Mori Hanafi untuk menuntut ganti rugi kepada PT
Securindo Pactama.

Karena kelalaian dari petugas parkir yang bekerja sebagai karyawan
tergugat, maka tergugat tidak dapat melepas tanggung jawab secara hukum dan
wajib mempertanggung jawabkannya pula secara hukum pula. Hal ini sesuai
dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

Pasal 1366 KUH Perdata

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya oleh kerugian yang
disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang
ditugaskan kepada orang itu’

Pasal 1367 alinea ke-3 KUH Perdata

Majikan dan orang yvang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-
urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan
atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada
orang itu’?

Yang mana dalam hal tersebut, tergugat melalui kuasa hukumnya

menolak kompensasi penggantian atas hilangnya mobil Toyota Land Cruiser

® Suparni, KUH Per, 338
' Ibid
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bernomor Polisi B 8840 tersebut, karena tergugat hanya sebagai pengelola jasa
perparkiran yang bertugas sebagai pengelola parkir saja dan bukan penjamin
yang bersandarkan pada pasal 36 ayat 2 Perda DKI No.5 Tahun 1999 tentang
perparkiran yang berbunyi sebagai berikut:'!

“Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam
kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan
tanggung jawab pemakai tempat parkir”,

Dalam analisis ini, pihak tergugat tersebut secara hukum tidak
dibenarkan, karena ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tidak
dapat mengesampingkan ketentuan yang ada di dalam undang-undang,
khususnya ketentuan pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata.

Dan dalam keputusan akhir, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan
Tergugat bersalah dan dalam amar pokok perkara poin 4 (empat) berbunyi:

“Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi
berupa uang tunai dan seketika sebesar Rp.582.300.000,00 (lima ratus delapan
puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)””? Serta “Menghukum T ergugat untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh

sembilan ribu rupiah)”"’

'! http://www.reidkijakarta.com, pasal 36
*2 Suharnoko, Doktrin Subrograsi, 204

B Ibid, 205



